
 
BUPATI BANJAR 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI BANJAR 
NOMOR   50    TAHUN 2025 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 75 TAHUN 2022 TENTANG 

KAJIAN RISIKO BENCANA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANJAR, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan mekanisme terpadu 
mengenai gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana di 

Kabupaten Banjar dan dalam rangka membangun kapasitas 
serta budaya aman bencana, dilakukan analisis tingkat 
ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas daerah; 

b. bahwa kajian mengenai risiko bencana di Kabupaten Banjar 
dilakukan untuk mewujudkan keamanan dan perlindungan 
menyeluruh kepada masyarakat dari ancaman bencana, serta 

dalam upaya pengurangan risiko bencana; 

c. bahwa Peraturan Bupati Banjar Nomor 75 Tahun 2022 tentang 

Kajian Risiko Bencana, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan 
kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu dicabut; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Banjar 

Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kajian Risiko Bencana; 
 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4723); 
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6801); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4490) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 

9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian 

Risiko Bencana; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2014 
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di 

Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 
Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjar Nomor 15); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 

BUPATI BANJAR NOMOR 75 TAHUN 2022 TENTANG KAJIAN 

RISIKO BENCANA. 
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Pasal 1 

 
Peraturan Bupati Banjar Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kajian Risiko 
Bencana (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 75), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 2 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Banjar.  
 

 
Ditetapkan di Martapura 
pada tanggal  10 Desember 2025

   
  

BUPATI BANJAR, 
 
         Ttd 

 
SAIDI MANSYUR 

 

Diundangkan di Martapura 
pada tanggal 10 Desember 2025 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, 
 

 
                                 Ttd 

 
                        YUDI ANDREA 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025 NOMOR 51 


